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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui 

signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage dan 

dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah pada Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang terdiri dari 23 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Tahun Anggaran 2015-2019. Data LKPD tersebut diperoleh dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sampling 

jenuh dan diperoleh sampel sebanyak 110 data selama 5 tahun periode pengamatan. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan program SPSS V.20 for windows. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan variabel dana perimbangan berpengaruh negatif sementara 

untuk variabel ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, ukuran 

pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan. 
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ABSTRACT 

This research was conducted with the aim to test and determine the significance of the 

influence of the local revenue, the size of local government, leverage and fund balance 

on the financial performance of local government. The population used in this study is 

the regional government in the Province of East Nusa Tenggara consists of 23 

districts/cities. The Data used in this research is secondary data sourced from the Local 

Government Finance Report (LKPD) fiscal Year 2015-2019. Data LKPD were 

obtained from the supreme audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia in Nusa 

Tenggara Timur Province. Sampling in this research is by using saturated sampling 

technique and obtained a sample of 110 data during the 5-year observation period. 

Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis by using SPSS 

V.20 for windows. Based on the results of research that has been done can be stated 

that the variable revenue positive effect and the variable fund balance negative effect 

while for the variable size of the local government and the leverage does not influence 

the financial performance of local government. 

Keywords: financial performance of local government, the local revenue, the size of 

local government, the leverage, the fund balance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 menyebabkan salah satu 

aspek pada akuntansi sektor publik yakni bidang akuntansi keuangan pemerintahan 

daerah menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Penyelenggaraan keuangan negara dan 

daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999, yang menjadi alasan dilakukannya reformasi pada saat itu. 

Undang-Undang tersebut memuat tentang pentingnya pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Oleh sebab itu, undang-undang tersebut juga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang 

Otonomi Daerah. Setelah dikeluarkannya, pemerintah pusat memberikan kewenangan 

pada setiap pemerintah daerah untuk dapat mengelola serta memenuhi kepentingan 

masyarakat daerahnya menurut kehendaknya berlandaskan suara masyarakat dan 

selaras dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2012). 

Seiring berjalannya waktu, kedua Undang-Undang tersebut diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut dilakukan sebagai wujud untuk 

mengubah serta menyempurnakannya. Sejak dimulainya pemberlakukan Undang-

Undang tersebut membuat tiap-tiap pemerintah daerah memperoleh kesempatan yang 

luas untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan bagi daerahnya sesuai 

dengan target dan tujuan yang ingin dicapai masing-masing pemerintah daerah (Halim 
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& Kusufi, 2012). Dengan diberlakukannya perimbangan kewajiban fungsi dan peran 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut membuat tiap-tiap daerah 

perlu mempunyai pendapatan atau penghasilan yang cukup serta memiliki sumber dana 

pembiayaan yang juga memadai untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan 

pemerintah daerah.  

Di masa-masa saat ini, setiap daerah telah memiliki otoritas yang besar dalam 

mengelola dan menjalankan rumah tangga daerahnya dengan mandiri. Otoritas yang 

diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola serta mengatur rakyat daerahnya 

menurut kehendaknya sendiri dengan berdasar pada suara rakyat namun tetap harus 

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan 

sebagai otonomi daerah (Halim & Kusufi, 2012). Daerah otonom dalam hal ini yaitu 

wilayah kesatuan masyarakat hukum yang dimana mempunyai batasan-batasan 

wilayah yang berotoritas mengatur dan mengelola segala keperluan dalam 

pemerintahannya termasuk kepentingan masyaratkan sesuai kehendaknya sendiri 

berdasarkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah ini guna memudahkan 

pemerintah dalam memberikan layanan bagi masyarakat, mempermudah masyarakat 

untuk memantau serta mengamati dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan juga untuk mendorong tiap pemerintah daerah untuk berinovasi 

sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat antar daerah. Dengan diberikannya 

kewenangan otonomi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut agar dapat lebih 
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memaksimalkan fasilitas layanan dan kesejahteraan yang seimbang dan menyeluruh 

bagi masyarakatnya. 

 Penilaian kinerja keuangan pada suatu pemerintah daerah menjadi hal utama 

yang perlu dilaksanakan semenjak adanya penerapan kebijakan otonomi daerah oleh 

pemerintah pusat yang dilakukan agar setiap pemerintah daerah dapat mengelola 

sendiri keuangan daerahnya dan dapat memperlancar pembangunan yang ada pada 

daerah tanpa harus menunggu subsidi dana dari pemerintah pusat (Antari & Sedana, 

2018). Kinerja adalah suatu hasil capaian dari apa yang telah dikerjakan, jika kinerja 

yang ingin dicapai telah sesuai dengan apa yang diinginkan maka hal tersebut berarti 

kinerja yang diharapkan sudah dilaksanakan dengan bijak. Kinerja keuangan yaitu 

suatu ukuran kinerja yang dapat kita ukur dengan memakai indikator keuangan. 

Pengukuran kinerja keuangan termasuk penting untuk dilakukan terutama dalam suatu 

organisasi, pengukuran tersebut dilakukan agar dapat mengevaluasi kinerja dimasa 

sebelumnya agar dapat menjadi acuan bagi kinerja selanjutnya (Andriyani, 

Mukhzarudfa, & PA, 2020). 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa 

tinggi tingkat capaian yang telah diperoleh dari capaian kerja di bidang keuangan 

daerah dalam satu periode tertentu (Putri & Darmayanti, 2019). Pengukuran kinerja 

dapat dilakukan dengan membandingkan rancangan kerja yang telah dibuat dengan 

realisasi pelaksanaannya guna kepentingan publik dan sebagai bahan evaluasi serta 

memperbaiki kinerja. (Antari & Sedana, 2018). Dengan adanya pengukuran kinerja 
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keuangan maka pemerintah daerah dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang 

ada untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kedepannya.  

Dalam mengukur kinerja pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 

memakai analisis rasio keuangan terhadap APBD. Kinerja keuangan dalam penelitian 

ini akan diukur dengan memakai rasio efisiensi. Konsep dari efisiensi itu sendiri adalah 

membandingkan antara keluaran (output) dan masukan (input). Output yaitu realisasi 

biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan pendapatan daerah sementara input yaitu 

pendapatan daerah yang terealisasikan. Pengukuran tingkat efisiensi dalam mengelola 

keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan dengan 

realisasi anggaran belanja (Mahsun, 2013). Dengan mengukur rasio efisiensi maka 

dapat diketahui apakah biaya yang telah pemerintah daerah keluarkan dalam 

memperoleh pendapatan daerahnya sudah efisien ataukah belum efisien. 

Hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya bisa disebabkan 

oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah diantaranya yaitu pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 33 

Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dasar pemungutannya didasarkan pada Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang 

bersumber dari potensi-potensi yang terdapat pada daerah tersebut. Pendapatan asli 

daerah diantaranya dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 
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Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja keuangan yaitu ukuran 

pemerintah daerah. Noviyanti & Kiswanto (2016) mengatakan bahwa besar ataupun 

kecilnya ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya aset pada pemerintah 

daerah tersebut. Sari (2016) dalam penelitiannya juga menggunakan total aset dalam 

menentukan besarnya ukuran pemerintah daerah. Total aset dijadikan tolak ukur karena 

jika dilihat dari segi nilai maka total aset lebih stabil dibandingkan dengan total 

pendapatan dan total pegawai pada suatu daerah. Total aset yang semakin besar pada 

suatu daerah menunjukkan semakin besar juga ukuran pemerintah daerah tersebut. 

Secara tidak langsung, apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan asetnya 

dengan baik maka dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan 

memanfaatkan serta mengelola semua sumber potensi-potensi daerahnya dengan 

sangat baik (Mulyani & Wibowo, 2017). Semakin besar ukuran pemerintah pada suatu 

daerah maka akan lebih memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan akitivas 

operasioalnya guna melancarkan pelayanan kepada masyarakat (Kusumawardani, 

2012). 

Leverage merupakan rasio yang yang biasa digunakan dalam akuntansi sektor 

publik yang dihitung untuk mengukur dan mengetahui besarnya suatu daerah 

bergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerah. Apabila suatu daerah memiliki 

tingkat leverage yang tinggi maka dapat diartikan bahwa daerah tersebut sangat 

bergantung pada pinjaman dari luar (Sari I. P., 2016). Rasio yang dipakai dalam 

mengukur leverage yaitu Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini dihitung dengan 

membandingkan total utang yang ada pada daerah dengan total aset daerah untuk 
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mengetahui seberapa besar aset daerah tersebut terbebani oleh utang. Semakin tinggi 

leverage pada suatu daerah maka hal tersebut berarti semakin kurang bagus kinerja 

keuangan pemerintah daerah tersebut karena belum mampu membiayai kegiatan 

operasional daerahnya secara mandiri sehingga memerlukan dana pinjaman dari pihak 

luar atau eksternal (Sari I. P., 2016). Oleh karena itu leverage juga termasuk menjadi 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. 

Faktor yang juga bisa mempengaruhi kinerja keuangan yaitu dana perimbangan. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang berumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah 

untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanakan desentralisasi. Dana 

perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. 

Besarnya jumlah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dapat 

memperlihatkan kesanggupan keuangan daerah tersebut dalam mengelola keuangan 

daerahnya. Peningkatan jumlah dana perimbangan yang pemerintah daerah terima 

menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin bergantung pada pemerintah pusat. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah tersebut dalam 

memaksimalksan potensi keuangan yang ada pada daerahnya sendiri masih sangat 

kurang sehingga dapat mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut 

juga kurang bagus (Putri & Darmayanti, 2019).  

 Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat mengetahui apakah pendapatan 

asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan merupakan 

faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
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daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini 

nantinya dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah daerah serta provinsi 

dalam hal memperbaiki serta meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah 

Daerah, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2015-2019).” 

1.2 Komponen dan Tautan 

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-

potensi yang terdapat pada daerah tersebut. Besaran jumlah PAD yang diperoleh 

daerah dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai bagaimana kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya jumlah PAD maka 

akan memperlihatkan jika pemerintah daerah tersebut telah mampu mengelola sumber 

daya serta potensi keuangan yang ada pada daerah tersebut sehingga dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

b. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Sari (2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran pemerintah yang 

cukup besar mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dalam mengungkapkan kinerja 

keuangannya dibanding pemerintah daerah dengan ukuran pemerintah yang kecil. Oleh 

sebab itu, pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar juga dituntut agar 
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memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih 

kecil. Sari (2016) memilih untuk memakai total aset dalam mengukur ukuran 

pemerintah daerah dikarenakan jumlahnya yang lebih stabil. Makin besarnya ukuran 

pemerintah daerah maka makin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya. 

c. Pengaruh Leverage terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

 Leverage adalah rasio utang yang pengukurannya dapat menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER) yang dimana hasilnya dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat 

seberapa besar aset pada daerah tersebut dibebani oleh hutang. Jika suatu pemerintah 

daerah memiliki leverage yang tinggi maka bisa dikatakan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah tersebut buruk. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage pada 

suatu pemerintah daerah maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang juga 

semakin buruk (Sari I. P., 2016). 

d. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Dana perimbangan adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari 

pemerintah pusat guna membantu membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan 

desentralisasi. Dana perimbangan terbagi menjadi 3 bagian yaitu dana alokasi uum, 

dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (UU No. 33 Tahun 2004). Namun, dengan 

adanya perolehan dana perimbangan yang semakin meningkat maka memperlihatkan 

tingginya pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai 

keperluan daerahnya dan menyebabkan semakin menurunnya kinerja keuangan 

pemerintah daerah tersebut (Alfarisi, 2015). 
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1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkanplatar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka 

rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu: 

a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Povinsi Nusa Tenggara Timur? 

b. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

c. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

d. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Nusa Tenggara Timur? 

 

 

Ukuran Pemerintah 

Daerah 

Leverage 

Dana Perimbangan 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Gambar 1. 1 Gambar Kerangka Konseptual 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dijabarkan tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur  

b. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

c. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

d. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Manfaaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah 

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan penilaian juga menjadi masukan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang perlu diambil sehingga dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepannya. 

b. Bagi Universitas/Akademisi 

Dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor 

publik dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakan universitas/akademisi. 
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c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu, wawasan serta pemahaman peneliti mengenai kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah 

daerah. 

1.6 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya memberikan batasan diantaranya yaitu 

dalam penelitian ini variabel bebas yang dipakai adalah pendapatan asli daerah, ukuran 

pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan sementara untuk variabel 

terikatnya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan objek yang pakai pada 

penelitian adalah pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan 

asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya pada 

pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2015-2019.  

b. Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2015-2019. 

c. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-

2019.  

d. Variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2015-2019. 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan bagi pemerintah 

daerah agar dapat terus memperbaiki serta meningkatkan kinerja keuangannya. 

Pemerintah daerah harus lebih dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli 

daerahnya sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan dari penerimaan dana 

perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.  

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

diantaranya yaitu: 

a. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang terdiri dari 

pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana 

perimbangan. 

b. Penelitian ini hanya melakukan observasi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

c. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio 

efisiensi. 

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian pada 

pemerintah daerah provinsi lain yang belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti 

selanjutnya juga sebaiknya meneliti variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

serta dapat menggunakan rasio lainnya seperti rasio efektivitas dalam mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya juga 
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disarankan untuk memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan proksi lain selain 

total aset. 
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